
­ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan penerapan 

hasil inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah 

Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, 

pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 

­ Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); 

UU No. 12 Th 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 

Thn 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

dan UU No. 16 Thn 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta; UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 12 

Thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Thn 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU No.12 Thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU  No. 9 Thn 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; UU No. 12 Thn 2023 tentang Provinsi Jawa Timur, PP No.38 Thn 2017 

tentang Inovasi Daerah.  

­ Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dan memberikan kepastian 

hukum dalam penerapan Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan di Daerah. 
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PERBUP NO. 64, BD 2024/NO.64, KABUPATEN TRENGGALEK : 36 HLM 

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG  PENERAPAN HASIL INOVASI 

DAERAH TAHUN 2024  
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CATATAN  : 

 
1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka inovasi yang dihasilkan dan 

diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi 

Daerah 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024 

3. Lampiran : 32 hlm 

 


